ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki ibukota yang terletak di DKI Jakarta dan
secara yuridis tercantum kedalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Isu
pemindahan ibukota disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, presiden memilih
untuk memindahkan ibukota keluar Pulau Jawa yaitu di Pulau Kalimantan Timur
yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser
Utara. Pemindahan ibukota ini berdasarkan kajian Bappenas, kajian tersebut
berdasarkan beberapa faktor yaitu kemacetan, banjir, gunung meletus, sumber air
bersih yang berkurang, dan lain-lainnya. Tetapi pelaksanaan pemindahan ibukota
ini tidak terlepas oleh kewenangan presiden, dasar hukum pemindahan ibukota,
dan status DKI Jakarta setelah mengalami pemindahan. Hal ini menjadi menarik
untuk diteliti sebab dalam memindahkan ibukota belum memiliki dasar hukum,
siapa yang berwenang memindahkan ibukota, dan status DKI Jakarta setelah
dilaksanakanya pemindahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan
yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan
pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyelesaian pemindahan
ibukota tidak hanya didasarkan pada kajian Bappenas, akan tetapi berdasarkan
dasar hukum pemindahan ibukota, presiden memiliki kewenangan dalam
memindahakan ibukota, dan status DKI Jakarta setelah dilakukan pemindahan
ibukota. Disamping itu langkah dalam memindahkan ibukota berdasarkan teori
AAUPB, teori Good Governance, teori Diskresi, dan teori Kewenangan yang
harus dijalankan pemerintah untuk memindahkan ibukota. Langkah terakhir yang
dilakukan oleh pemerintah adalah membuat dasar hukum pemindahan ibukota dan
status DKI Jakarta setelah pemindahan ibukota. Selama ini dalam proses
pemindahan ibukota tidak ada dasar hukum yang tertera untuk memindahkan
ibukota. Dibuatkan dasar hukum berupa pemindahan ibukota, syarat-syarat
menjadi ibukota, dan tata cara memindahkan ibukota, dalam hal ini presiden
memiliki kewenangan untuk memindahkan ibukota. Status DKI Jakarta setelah
tidak lagi menjadi ibukota dan perlu dibuatkan dasar hukumnya.

Kata kunci : pemindahan ibukota- kewenangan presiden- dasar hukum
pemindahan.
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ABSTRACT

The State of Indonesia has a capital city located in DKI Jakarta and is
legally listed in Law Number 29 Year 2007. The issue of moving the capital was
conveyed by President Joko Widodo, the president chose to move the capital out
of Java, namely on the island of East Kalimantan which is located in Kutai
Kartanegara Regency and North Penajam Paser Regency. The relocation of the
capital city is based on Bappenas studies, the study was based on several factors,
namely traffic jams, floods, volcanic eruptions, reduced clean water sources and
others. But the implementation of the transfer of capital is inseparable with the
authority of the president, the legal basis for moving the capital, and the status of
DKI Jakarta after experiencing the transfer. This is interesting to study because in
moving the capital does not yet have a legal basis, who has the authority to move
the capital, and the status of DKI Jakarta after the transfer is carried out.

The research method used is normative. What was being discussed was
discussing invitations, studying history, and accessing cases.

The results of this study indicate that the completion of the transfer of
capital is not only based on the Bappenas study, but based on the legal basis for
the removal of the capital, the president has the authority to relocate the capital,
and the status of DKI Jakarta after the removal of the capital. Besides that, the
steps in moving the capital are based on the AAUPB theory, the Good
Governance theory, the Discretion theory, and the Authority theory that must be
carried out by the government to move the capital. The final step taken by the
government is to establish a legal basis for moving the capital and the status of
DKI Jakarta after the capital transfer. During this time in the process of moving
the capital there is no legal basis listed to move the capital. The legal basis was
made in the form of capital removal, conditions for being capital, and procedures
for moving the capital, in this case the president has the authority to move the
capital. The status of DKI Jakarta after it is no longer the capital and needs to be
made legal basis.

Keywords: transfer of capital - presidential authority - legal basis for transfer.
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